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Abstract: Implementation of Government Regulations of Marine and Fishery Nomor. Per 
12/Men/2010 about Minapolitan in Order to Develop Minapolitan Areas as the Center of 
Economic Growth Sidoarjo. Sidoarjo regency is one of the districts that have the potential of 
fishery ponds . In order to accelerate the development of marine and fisheries sector and to 
develop the maritime economy and the integrated area based fisheries, efficiency, quality, with 
minapolitan conception. Minapolitan is the conception of the development of marine and fishery–
based economy based on the principles of regional integration, efficiency, quality and speed. 
Minapolitan regional center in Sidoarjo regency is located in the Candi district. An increase in 
realization of activities and the allocation of funds in 2012 and 2013. The implementation of these 
policies is the lack of socialization of the local government for the low  response communities, not 
maximum coordination between local government actors, and the lack of SOP as guidelines for 
SKPD. implementation of regional development policies Minapolitan not significantly impact the 
changes Sidoarjo region. So the government should encourage more socialization, maximizing 
coordination, especially between on education and development as soon as possible be made SOP 
Minapolitan region. 
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Abstrak: Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per 12/Men/2010 tentang 
Minapolitan dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 
kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan tambak. Dalam rangka mendorong percepatan 
pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan 
dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dengan konsepsi 
minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis 
kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pusat 
kawasan Minapolitan di kabupaten Sidoarjo terletak di kecamatan candi. Adanya peningkatan 
realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2012 hingga 2013, dalam implementasi kebijakan 
tersebut adalah minimnya sosialisasi dari  pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon 
masyakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP 
sebagai pedoman bagi SKPD. implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum 
berdampak secara signifikan terhadap perubahan diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga 
pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama 
antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Minapolitan. 
 
Kata kunci: implementasi, Per 12/Men/2010 tentang minapolitan. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki potensi luas tambak 
1.224.076 Ha, dimana potensi terbesar berada di 
pulau sulawesi (khususnya Sulawesi Selatan), 
pantura jawa, dan pulau Sumatera (khususnya 
Lampung), namun sampai saat ini baru 10%  dari 
luas lahan yang mampu dioptimalkan untuk 
kegiatan budidaya dengan teknologi  semi 
intensif dan intensif sehingga produktivitas 
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lahannya masih sangat rendah (lihat dalam 
sosialisasi konsepsi pelaksanaan revitalisasi 
tambak TA.2013). 
Seiring dengan kebijakan dan Keputusan 
Kementrian Kelautan dan Perikanan 
No.KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan 
Kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo 
merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Sidoarjo sebagai salah satu sentra industri 
pengembangan kawasan minapolitan di Jawa 
Timur. Dengan keputusan tersebut ditetapkan 
bahwa Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra 
perikanan budidaya dengan budidaya ikan 
bandeng dan rumput laut sebagai komoditas 
unggulan. 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 
Kabupaten yang memiliki potensi bidang 
perikanan tambak. Dimana wilayah Kabupaten 
Sidoarjo berupa tambak dan pantai dengan luas 
kurang lebih 29,9% dari luas keseluruhan adalah 
potensi yang cukup besar apabila diolah dan 
diberdayakan, budidaya udang atau ikan 
ditambak akan berkembang karena budidaya ini 
dapat dikendalikan dan dapat memperbaiki mutu 
dan produksi serta dapat mengatur komoditas 
yang akan dibudidayakan. Di Kabupaten 
Sidoarjo budidaya tambak merupakan potensi 
unggulan perikanan terbesar setiap tahunnya, 
berdasarkan hasil laporan Dinas Kelautan Dan 
Perikanan Tahun 2012 tentang produksi 
budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo  bahwa 
pada tahun 2011 Bandeng 23.295,000 kg, Udang 
windu 3.782,500 kg, Udang vanamei 1.676,600 
kg, udang campur 4.002,200 kg, dan tawes 
1.000,800 kg. 
Komoditas yang dibudayakan di tambak 
ialah udang windu, udang vanamei, ikan nila, 
ikan bandeng, dan rumput laut. Adapun yang 
merupakan komoditi unggulan yang bisa 
dikembangkan adalah ikan bandeng dan rumput 
laut (Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Tahun 2010 tentang pengembangan kawasan 
budidaya). Ditunjuknya Kabupaten Sidoarjo 
sebagai sentra perikanan budidaya, diharapkan 
dapat mensejahterakan masyarakat sekitar 
Kabupaten Sidoarjo khususnya dan masyarakat 
Jawa Timur umumnya. Sehingga ketergantungan 
masyarakat desa terhadap masyarakat kota (lebih 
maju) sudah tidak terjadi lagi. 
 
Tinjauan Pustaka 
1. Model Implementasi Kebijakan  
Menurut Nugroho (2011, h.627) terdapat 
model-model implementasi kebijakan yang 
didalamnya terdapat 9 (sembilan) model yang 
diharapkan dengan adanya model implementasi 
kebijakan tersebut dapat menentukan 
keberhasilan suatu tujuan. 
Menurut model Edward ini masalah utama 
dalam administrasi publik adalah kurangnya 
perhatiyan terhadap implementasi, model ini juga 
menambahkan bahwa perlu memperhatikan 
empat isu pokok agar implementasi kebijakan 
menjadi efektif, yaitu communication, resources, 
disposition or attitudes, dan bureaucratic 
structures, Edward dalam Nugroho (2011, 
h.635). 
Berikut akan di paparkan empat isu agar 
implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward 
dalam Nugroho (2011, h.635) yaitu: 
1) Komunikasi adalah bagaimana kebijakan 
dikomunikasi pada organisasi dan / atau publik, 
ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan 
kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak 
yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi 
pelaksana kebijakan. 
2) Resources adalah ketersediaan sumber daya 
pendukung, khususnya sumber daya manusia. 
Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana 
kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan 
secara efektif. 
3) Disposition adalah ketersediaan dari para 
implementor untuk melaksanakan kebijakan 
publik tersebut. Kecakapan saja tidak 
mencukupi, tanpa ketersediaan dan komitmen 
untuk melaksananakan kebijakan. 
4) Struktur birokrasi adalah kesesuaian 
organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara 
implementasi kebijakan publik.     
Berdasarakan dari empat isu agar suatu 
implementasi kebijakan yang sudah dipaparkan 
di atas maka menurut model Edward tersebut 
mempunyai ketergantungan satu sama lain 
dimana komunikasi, sumber daya manusia, 
kesediaan, dan struktur birokrasi mempunyai 
peranan penting dalam implementasi kebijakan 
untuk mencapai suatu tujuan dan kesepakatan 
bersama. 
 
2. Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2010 
Tentang Minapolitan 
Bahwa dalam rangka mendorong 
percepatan pembangunan sektor kelautan dan 
perikanan perlu dilakukan pengembangan 
ekonomi kelautan dan perikanan berbasis 
kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, 
dengan konsepi minapolitan, dan di dalam 
pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan 
dengan konsepsi minapolitan perlu 
dikembangkan kawasan minapolitan untuk 
meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan 
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keunggulan kompraratif dan kompetitif daerah 
sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, 
produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara 
terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Minapolitan 
adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan 
dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan 
prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas 
dan percepatan.  
Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian 
wilayah yang mempunyai fungsi ekonomi yang 
terdiri dari sentra produksi, pengolahan, 
pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, 
dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan bahwa 
terdapat asas, tujuan, sasaran, pengembangan 
kawasan minapolitan serta karakteristik 
minapolitan yang akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Tujuan minapolitan 
a. Meningkatkan produksi, produktivitas, 
dan kualitas produk kelautan dan 
perikanan. 
b. Meningkatkan pendapatan nelayan, 
pembudidaya ikan, dan pengolah ikan 
yang adil dan merata. 
c. Mengembangkan kawasan minapolitan 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di 
daerah. 
2. Pengembangan kawasan minapolitan 
Pengembangan kawasan minapolitan 
dilakukan secara terintegrasi, efisiensi, dan 
berkualitas serta mendorong percepatan 
peningkatan produksi, pengolahan dan/atau 
pemasaran. Pengembangan kawasan minapolitan 
dimulai dari pembinaan unit produksi, 
pengolahan, dan/atau pemasaran yang 
terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan 
dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang di 
proyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan 
minapolitan yang dikelola secara terpadu.       
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. 
Menurut denzin dan Lincoln dalam Moleong 
(2009, h.5) menyebutkan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 
latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan 
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 
jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 
Sedangkan penelitian deskriptif dapat diartikan 
sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan mengambarkan dan melukiskan 
keadaan subyek/obyek penelitian pada saat 
sekarang berdasarkan gejala-gejala yang tampak 
atau sebagaimana adanya, Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk menemukan gejala tersebut 
untuk kemudian ditindak lanjuti dengan analisa 
dan interpretasi terhadap data gejala tersebut 
(Nawawi, 2005, h. 63).  
fokus dalam penelitian ini adalah sasaran 
pelaksanaan minapolitan yang meliputi:   
1. Implementasi kebijakan pengembangan 
kawasan minapolitan sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Sidoarjo yaitu:  
a. Organisasi pelaksana kebijakan 
pengembangan kawasan minapolitan 
kabupaten Sidoarjo. 
b. Standard operating procedures (SOP) 
kebijakan pengembangan kawasan 
minapolitan Kabupaten Sidoarjo. 
c. Koordinasi antar aktor pelaksana 
kebijakan pengembangan kawasan 
minapolitan kabupaten Sidoarjo. 
d. Realisasi kegiatan program-program 
pengembangan kawasan minapolitan 
Kabuapten Sidoarjo. 
e. Alokasi sumber daya untuk pelaksanaan 
kebijakan pengembangan kawasan 
minapolitan kabupaten Sidoarjo 
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan 
pengembangan kawasan minapolitan 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Sidoarjo. 
3. Dampak implementasi kebijakan 
pengembangan kawasan minapolitan 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Sidoarjo. 
       Lokasi Penelitian di Kecamatan Candi 
Desa Kedung Peluk, situs penelitian yaitu: 
a. Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Sidoarjo. 
b. Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Sidoarjo.  
c. Masyarakat Desa Kedung Peluk 
Kelompok Tani Tambak Sumber Urip. 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
yang digunakan untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini adalah teknik wawancara, 
dokumentasi, dan pengamatan (observasi). 
Instrumen Penelitian yaitu peneliti, pedoman 
wawancara, perangkat penunjang. Analisis data 
menggunakan teknik analisis data model Miles 
dan Huberman yang diterjemahkan oleh Sugiono 
(20011, h.247) yaitu data reduction, data 
display, conclusion drawing/verification. 
 
Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan 
Kawasan Minapolitan di Kabupaten 
Sidoarjo. 
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a) Organisasi Pelaksana Kebijakan 
Pengembangan Kawasan Minapolitan 
Kabupaten Sidoarjo 
Agar kegiatan Minapolitan bisa berjalan 
maka diadakan rapat koordinasi dengan SKPD 
yang tergabung dalam POKDA dibawah 
koordinasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo. 
Keberhasilan sebuah program  tidak pernah lepas 
dari peran serta dan dukungan baik dari aparatur 
pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. 
Dalam hal pengembangan kawasan minapolitan 
ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan 
mensinergikan kebijakan dan kegiatan dengan 
koordinasi yang intensif baik antar SKPD yang 
tergabung dalam POKDA dibawah koordinasi 
Bappeda Kabupaten Sidoarjo maupun dengan 
masyarakat sekitar melalui rapat-rapat dan 
interaksi sosial.  
Pembentukan Anggota Tim Pokja dalam 
pengembangan kawasan Minapolitan yang 
disahkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo 
Nomor: 188/616/404.1.3.2/2011 merupakan 
salah satu wujud dari pengembangan 
kelembagaan. Hal tersebut dinilai oleh peneliti 
sebagai upaya penguatan secara internal 
pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo karena 
Anggota Tim Pokja merupakan para Top Leader 
masing-masing SKPD yang berkaitan dengan 
implementasi kebijakan pengembangan kawasan 
Minapolitan Kabupaten Sidoarjo. Salah satu 
fungsi tim pokja yang sangat penting dalam 
implementasi kebijakan adalah melakukan 
sosialisasi, koordinasi dan singkronisasi baik 
perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan 
program penyusunan master plan pembangunan 
ekonomi daerah kabupaten Sidoarjo yang 
seharunya ditekankan kepada seluruh SKPD 
terkait, namun peneliti menilai bahwa tim pokja 
masih kurang maksimal dalam melaksanakan 
fungsi tersebut. 
Kemudian aktor pelaksana selanjutnya 
adalah kelembagaan di masyarakat. 
Pengembangan kelembagaan masyarakat 
merupakan dimensi yang penting. Seperti yang 
dijelaskan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo 
Nomor: 188/1641/404.1.3.2/2010 bahwa pusat 
kawasan Agropolitan dan Minapolitan di 
Kabupaten Sidoarjo, dan Pusat Pengembangan 
Kawasan Minapolitan terletak di Kecamatan 
Candi yang merupakan kawasan yang terdiri dari 
kawasan pedesaan, dengan demikian dalam 
mewujudkan sebuah kawasan Minapolitan 
diperlukan pembangunan manusia melalui 
pengembangan kelembagaan.  
b) Standard Operating Procedures (SOP) 
Kebijakan Pengembangan Kawasan 
Minapolitan Kabupaten Sidoarjo. 
       Berdasarkan pemaparan dari informan yang 
bernama Ibu Alfi selaku seksi pengendalian mutu 
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa SOP 
Minapolitan Kabupaten Sidoarjo memang belum 
ada, peneliti menilai bahwa belum adanya SOP 
tersebut menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan 
di Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak ideal dan 
akan berpengaruh pada proses pelaksanaan dari 
kebijakan itu sendiri. 
Tidak adanya SOP yang seharusnya 
menjadi aturan main dalam pelaksanaan program 
SKPD terkait, maka pelaksanaan program-
program kegiatan oleh SKPD menjadikan tidak 
beraturan dan akan mengalami tumpang tindih 
program dalam kaitannya dengan kebijakan 
pengembangan kawasan Minapolitan. 
 
c) Koordinasi Antar Aktor Pelaksana 
Kebijakan Pengembangan Kawasan 
Minapolitan Kabupaten Sidoarjo. 
Berdasarkan pengamatan peneliti, maka 
peneliti menilai bahwa koordinasi antar SKPD 
masih kurang. Kurangnya koordinasi menjadi 
penyebab minimnya komunikasi antar SKPD. 
Soekanto (2001, h.74) mengungkapkan bahwa 
dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan 
perasaan–perasaan sutau kelompok manusia atau 
orang-perongan dapat diketahui oleh kelompok-
kelompok lain atau orang-orang lain. Sehingga 
dengan adanya komunikasi dalam kontak sosial 
diharapkan terjadi sebuah kerjasama.  
Emory dalam Soekanto (2001, h.74) 
mengungkapkan bahwa komunikasi 
memungkinkan kerja sama antara orang 
perorangan atau antara kelompok-kelompok 
manusia dan memang komunikasi merupakan 
salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan 
tetapi tidak selalu komunikasi menghasilkan 
kerja sama bahkan suatu pertikaian mungkin 
terjadi sebagi akibat slah faham atau karena 
masing-masing tidak mau mengalah. 
Berdasarkan teori dari model Edward dalam 
Nugroho (2011, h.635) dimana didalam 
implementasi kebijakan harus melihat empat isu 
agar implementasi kebijakan menjadi efektif, 
dari keempat isu tersebut menjadi faktor 
penyebab kegagalan implementasi kebijakan 
tidak berjalan secara efektif, yaitu tentang 
komunikasi. Dimana menurut Edward dalam 
Nugroho (2011, h.635) komunikasi, diartikan 
sebagai bagaimana kebijakan dikomunikasin 
pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan 
sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 
sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, 
dan bagaimana struktur organisasi pelaksana 
kebijakan. Berdasarkan laporan dari dinas 
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kelautan dan perikanan tentang laporan 
perkembangan kawasan minapolitan kabupaten 
Sidoarjo, permasalahan yang dihadapi selama ini 
adalah kesulitan untuk membentuk kelompok 
karena pemilik tambak tidak berdomisili di 
lokasi setempat, kebanyakan di Surabaya dan 
pasuruan. Dan menurut Edward dalam Nugroho 
(2011, h.635) Resaorces adalah ketersediaan 
sumber daya pendukung, khususnya sumber daya 
manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan 
pelaksanaan kebijakan publik untuk 
melaksanakan kebijakan secara efektif. Tetapi 
kenyataanya dari data yang di peroleh oleh 
peneliti dari dinas kelautan dan perikanan 
tentang laporan perkembangan kawasan 
minapolitan kabupaten Sidoarjo bahwa 
permasalahan yang dihadapi yaitu kematian 
udang masih muncul karena infrastruktur tambak 
mempunyai inlet & outlet yang sama.    
 
d) Realisasi Kegiatan Program-Program 
Pengembangan Kawasan Minapolitan 
Kabupaten Sidoarjo 
Berdasarkan laporan akhir master plan 
minapolitan berbasis budidaya dinas kelautan 
dan perikanan kabupaten Sidoarjo tahun 2012 
bahwa kegiatan tentang pembangunan jalan 
menuju lokasi tambak didesa kedung peluk 
kecamatan candi sudah tersedia dengan baik. 
Dari paparan tersebut bahwa tolak ukur yang 
menjadi parameter keberhasilan minapolitan 
yaitu salah satunya adanya akses jalan yang 
mudah menuju kawasan minapolitan. 
Kegiatan dalam bidang kelautan dan 
perikanan kabupaten Sidoarjo tahun 2012 
tentang penyediaan atau pengembangan sarana 
dan prasarana pengolah, peningkatan mutu dan 
pemasaran hasil perikanan sudah terealisasi, hasil 
dari kegiatan tersebut untuk peningkatan 
produksi dan kualitas hasil perikanan. adanya 
depo pemasaran ikan merupakan tempat di mana 
perdagangan merupakan kawasan minapolitan 
dalam mendukung minapolitan yang bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas, kualitas 
produk kelautan, meningkatkan pendapatan 
nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan 
yang adil dan merata. 
 
e) Alokasi Sumber Daya Dalam Pelaksanaan 
Pengembangan Kawasan Minapolitan 
Kabupaten Sidoarjo 
Realisasi anggaran kegiatan minapolitan 
budidaya di kecamatan candi kabupaten Sidoarjo 
tahun 2012 mengalami peningkatan anggaran 
biaya dari instansi yang terkait dibandingkan 
pada tahun 2013. Dimana pada tahun 2012 
realisasi anggaran yang bersumber dari instansi 
terkait totalnya sebesar Rp. 63,964,400,000. 
Sedangkan pada tahun 2013 realisasi anggaran 
yang bersumber dari instansi terkait lebih sedikit 
dibandingkan di tahun yang sebelumnya, dimana 
di tahun 2013 realisasi anggaran tersebut sebesar 
Rp. 3,065,000,000. Peningkatan atau penurunan 
realisasi anggaran tersebut menjadi sebuah 
kewajaran karena realisasi anggaran tersebut 
berdasarkan peningkatan jumlah kegiatan SKPD 
setiap tahunnya. Namun realisasi anggaran 
tersebut dinilai oleh peneliti belum sesuai dengan 
realisasi kegiatan karena perkembangan kegiatan 
selama ini masih banyak yang belum terlaksana 
dengan baik.  
 
2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan 
Pengembangan Kawasan Minapolitan di 
Kabupaten Sidoarjo.  
Pengetahuan masyarakat tentang kebijakan 
pengembangan kawasan minapolitan di desa 
kedung peluk kecamatan candi memang 
mayoritas mengetahuinya, tetapi dalam 
penerapan atau pelaksanaan kegiatan tersebut 
dari pengamatan peneliti bahwa kegiatan tersebut 
belum dijalankan atau dilaksanakan dengan baik 
oleh pemerintah. Partisipasi dalam mendukung 
kebijakan pengembangan kawasan minapolitan 
selama ini peneliti menilai masyarakat tidak 
melakukan upaya yang berarti, hanya 
melaksanakan kegiatan pertambakan seperti 
biasa.   
Respon masyarakat dinilai masih sangat 
kurang, namun masyarakat memiliki harapan 
yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi 
pemerintah daerah dalam membuat prioritas 
program kegiatan pengembangan kawasan 
Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga 
program-program kegiatan yang dilaksanakan 
tidak hanya berdasarkan program-program 
kegitan rutin SKPD saja, melainkan perlu dibuat 
program-program khusus yang juga di tekankan 
oleh Tim Pokja kepada SKPD agar 
pengembangan kawasan Minapolitan berjalan 
maksimal.  
 
3. Dampak Kebijakan Pengembangan 
Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo 
Kegiatan pengembangan kawasan 
minapolitan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah kabupaten Sidoarjo, baik kegiatan 
infrastruktur, usaha ikan dan usaha non 
perikanan dapat membantu masyarakat dalam 
meningkatkan produktivitas dan pendapatan 
masyarakat. 
Adapun dampak yang ditimbulkan dari 
kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan 
di Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dalam 
laporan akhir master plan minapolitan berbasis 
budidaya dinas kelautan dan perikanan 
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kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Dampak 
a. Pendapatan masyarakat dan pendapatan 
keluarga pembudidaya meningkat, minimal 
5% di kawasan minapolitan (di kota dan 
desa-desa lokasi kegiatan). 
b. Produktivitas hasil perikanan meningkat 
minimal 5% di kawasan minapolitan lokasi 
program 
c. Investasi masyarakat (pembudidaya ikan, 
swasta, BUMN) meningkat minimal 10% di 
kawasan minapolitan lokasi kegiatan. 
d. Kegiatan ikutan tumbuh subur di lokasi 
kegiatan pengembangan kawasan 
minapolitan. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dilapangan pada 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal yaitu Kebijakan pengembangan kawasan 
Minapolitan dalam implementasinya dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
Pertama, Kebijakan pengembangan kawasan 
Minapolitan belum terealisasi dengan baik. 
Kedua, organisasi pelaksana kebijakan tersebut 
dalam hal ini adalah Tim Pokja belum 
menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai 
pelaksana kebijakan. Ketiga, Standard Operating 
Procedures (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan 
kebijakan bagi SKPD pelaksana kebijakan belum 
ada tetapi Standard Operating Procedures (SOP)  
langsung keteknis Budidaya. Keempat, 
koordinasi antar lembaga pelaksana belum 
maksimal. 
Kelima, Kegiatan program-program 
pengembangan kawasan Minapolitan yang 
selama ini dilaksanakan mengalami 
perkembangan secara bertahap tetapi masih 
banyak kegiatan yang belum terealisasi dengan 
baik. Keenam, sumberdaya yang dialokasikan 
baik manusia maupun finansial dalam 
realisasinya mengalami peningkatan anggaran 
biaya dari instansi yang terkait dibandingkan 
pada tahun 2013.  
Respon masyarakat terhadap kebijakan 
pengembangan kawasan Minapolitan di 
Kabupaten Sidoarjo masih belum nampak, hal 
tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi 
dari Pemerintah Daerah. 
Kebijakan pengembangan kawasan 
Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo masih belum 
memberikan dampak secara signifikan. Hal 
tersebut disebabkan karena kegiatan program-
program pengembangan kawasan minapolitan 
masih sebatas kegiatan rutin SKPD. Oleh sebab 
itu implementasi kebijakan kurang maksimal 
bahkan kegiatan tersebut banyak yang belum 
terealisasi dengan baik. 
 
 
Daftar Pustaka
Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/616/404.1.3.2/2011 Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Master 
Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (Penataan Kawasan Minapolitan) Kabupaten Sidoarjo Tahun 
Anggaran 2011. Sidoarjo, Bupati Sidoarjo. 
Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1641/404.1.3.2/2010 Tentang Pusat Kawasan Agropolitan Dan 
Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Bupati Sidoarjo. 
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.39/Men/2011 Tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep. 32/Men/2010 Tentang 
Penetapan Kawasan Minapolitan. Jakarta, Menteri  Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 
Laporan Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010. Dinas Kelautan 
Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo (2010). Sidoarjo. 
Laporan Produksi Budidaya Tambak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010. Dinas Kelautan Dan 
Perikanan Kabupaten Sidoarjo (2012). Sidoarjo. 
Moleong, J Lexy. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, T. Remaja Rosdakarya 
Nawawi, Hadari. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Jogjakarta, Gajah Mada University Press. 
Nugroho, D.R. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen 
Kebijakan. Jakarta, PT Alex Media Komputindo. 
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per 12/Men/2010 Tentang 
Minapolitan. Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 
Soekanto, S. (2001). Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Jakarta, Gafindo Persada 
Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Sidoarjo. (2013). Sosialisasi Konsepsi Pelaksanaan 
Revitalisasi Tambak TA 2013. Sidoarjo. 
Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta. 
